
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR  74  TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 34 
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF 

PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 
TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 72 ayat 
(3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009
tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013,
telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Bangunan;

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan
pengenaan sanksi administratif di bidang bangunan
terutama dalam tahap pemanfaatan bangunan agar dapat
dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, serta
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor
Persetujuan Bangunan Gedung, maka Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara 
Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Bangunan. 
 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur  (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur 
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 
 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 

 
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

 
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025); 

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5059); 
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5188);  
 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

 
10. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 
 

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 
tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan 
Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2016 
Nomor 276) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan 
Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 
Nomor 82); 
 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Pedoman Sertifikat Laik 
Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1757) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 
Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 83); 
 

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2005 Nomor 1/E); 
 

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1); 
 

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 
Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 6); 
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20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman 
Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 
2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman 
Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 
Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2); 
 

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 
2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 
10); 
 

22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 3); 
 

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota 
Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 6); 
 

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 5); 
 

25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 1); 
 

26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 
Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 
Nomor 90); 
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27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 tentang 
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 
Tentang Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2023 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 
Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2023 Nomor 79). 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 34 TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF 
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN. 

 
Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 
Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2023 Nomor 34) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 
34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 
Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2023 Nomor 79) diubah sebagai berikut: 
 
1. Semua kalimat atau frasa: 

 
a. Surat Keterangan Rencana Kota/Keterangan Rencana 

Kota dibaca dan dimaknai sebagai Keterangan Rencana 
Kota; 
 

b. Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan 
Gedung dibaca dan dimaknai sebagai Persetujuan 
Bangunan Gedung. 
 

2. Diantara ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 
(satu) pasal baru yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi 
sebagai berikut:  
 

Pasal 17A 
 

(1) Dalam hal terdapat bangunan cagar budaya dan/atau 
bangunan yang berada pada kawasan/lingkungan cagar 
budaya sesuai peraturan perundang-undangan yang 
melanggar ketentuan: 
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a. kemajuan pelaksanaan pembangunan; dan/atau 
 

b. sempadan dan/atau intensitas pemanfaatan ruang 
 

pada saat pengajuan PBG, Walikota dapat memberikan 
keringanan, pengurangan, pembebasan, atau 
penundaan pembayaran denda administratif. 
 

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau 
penundaan pembayaran denda administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas 
permohonan Wajib Retribusi. 
 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, 
pengurangan, pembebasan, atau penundaan 
pembayaran denda administratif  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota tersendiri. 
 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat 
diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.  

 

 
 

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 September 2024 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
ttd 

 
ERI CAHYADI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di ........... 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 6 September 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 75 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 
NIP. 197803072005011004 
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